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ABSTRACT

The right to obtain safe and nutritious food is the same level as the right to be jrre fram
hunger. In order to maintain food sefety, every food and beverage circul, 1 must obtain a distrib
permit in accordance with the provisions of the laws and regulation. This research aims to determine
evaluation of SPP-IRT implementation in the food home industry in Banyuwangi with Indonesia
Narional Agency of Drug and Food Control Number Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines for
the provision of food production certificate of home industry. The type of this research is observational
research based on Indonesia National Agency of Drug and Food Control Number
Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines for the provision of food production certificate of home
industry.There are four stages for SPP-IRT. In the third stage, the inspection of home industry food
production facilities was observed in 15" food home industry in Banyuwangi along with District Food
Inspector (DFI). This research was also carried out by indept interview with two DFI. The results
showed that the implementation for SPP-IRT was good. First, acceptance of the application is
appropriate. Second, Food safety elucidation is appropriate. Third, the inspection of production
facilities is appropriate. Fourth, giving product number of home industry is appropriate. Overall,
implementation of SPP-IRT in Banyuwangi already in accordance with Indonesia National Agency of
Drug and Food Control Number Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines on the provision of food
production certificate of home industry.
Keywords : SPP-IRT, IRTP, Number of P-IRT, food safety

ABSTRAK

Hak untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi sama tingkatannya dengan hak untuk
bebas dari kelapamn Demi jag: setiap makanan dan mmuman yang diedarkan
harus mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-| Penelitian ini
bertujuan mengetahui evaluasi pelaksanaan SPP-IRT pada industri rumah tangga pangan di
Banyuwangi dengan Perka BPOM RI Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian
observasional yang berpedoman pada Perka BPOM RI Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Ada 4 tahap dalam
pemberian sertifikat produksi PIRT. Pada tahap ketiga yaitu pemeriksaan sarana produksi PIRT,
dilakukan observasi pada 15 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bany gi bersama d
P pangan Dinas Keseh Banyuwangi. Penelitian ini juga dilakukan dengan indept interview
kepada 2 orang petugas pengawas p Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPP-IRT
di Banyuwangi sudah baik. Permma, pcncnmazm pengajuan permohonan SPP-IRT di Banyuwangi
sudah sesuai. Kedua, penyul pangan sudah i. Ketiga, pcmenksaan sarana produksi
PIRT sudah sesuai: dan keempat, pembenan Nomor P-IRT sudah sesuai. Secara keseluruhan,
pelaksanaan sertifikasi produksi pangan bagi industri rumah tangga di Banyuwangi sudah sesuai
dengan Perka BPOM RI Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
Kata Kunci: SPP-IRT, IRTP, Nomor P-IRT, keamanan pangan
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RATNA SARI YULIANTI. Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta. Dibimbing oleh SUKARNO dan
ANITA NUR AINL

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan, bahwa pangan olahan yang diproduksi IRTP wajib memiliki Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh
Walikota/Bupati. IRTP yang ingin mendapatkan SPP-IRT harus mengikuti
pclulil'mhﬁﬁ:nyuluhan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan. Selanjutnya, IRTP
harus menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga
(CPPB-IRT) dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP yang
dilakukan’oleh tenaga DFI (District Food Inspector) yang ada di Dinas Kesehatan.
Penelitian; ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan
penerapam CPPB-IRT juga mengetahui proses penerbitan SPP-IRT setelah tahun
2015 dancperan PTSP dan Dinas Kesehatan dalam penerbitan SPP-IRT. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan wawancara dengan
menggunakan kuisioner. Data yang dihasilkan dari kuisioner diolah dengan Ms
Excel dan dianalisis dengan SPSS 22 menggunakan analisis regresi linier
bergandazSejak Januari 2015, tahapan penerbitan SPP-IRT di Jakarta tidak hanya
ditanganizoleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten melainkan ada suatu instansi
yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terdapat pembagian tugas antara
PTSP dan Dinas Kesehatan terkait penerbitan SPP-IRT. PTSP bertugas dalam
penerbital izin dan Dinas Kesehatan bertugas dalam melakukan Penyuluhan
Keamanagy Pangan, pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP). ¥mplementasi penerbitan SPP-IRT di wilayah DKI Jakarta sudah
mcncupmgl)S%. Hasil pemeriksaan sarana produksi mengalami penurunan level
dikarenakan IRTP yang tidak konsisten dalam menerapkan CPPB-IRT. Penurunan
level IRTP ini menjadi hanya 5 IRTP (17%) level I, 3 IRTP (10%) level III dan 22
IRTP (73%) level IV. Tiga parameter ketidaksesuaian dengan temuan terbanyak
yaitu parameter 26, 36 dan 37 yaitu 47%, 57% dan 53%. IRTP yang berhasil tetap
konsisten terhadap penerapan CPPB-IRT hanya 5 IRTP. Faktor yang berhubungan
dengan penerapan CPPB-IRT yaitu modal, cara distribusi dan pendidikan
karyawan.

Kata kunci: CPPB-IRT, IRTP, SPP-IRT

| |ean)noubyy Jobog



Hull 4Gull 0,1K/s @® -+ 8:59 AM

é

rezza praditta.pdf [Q %

ABSTRACT

REZZA PRADITA AFRISIAN, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Juni 2013, Implementasi Peraturan Kepala Badan
pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205
Tahun 2012 Dalam Proses Perizinan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Lutfi Effendi
SH.MHum; Agus Yulianto SHMH.

In this paper the author discusses about the process of making the
certificate in domestic food production industry in the field of licensing. This is
motivated by the many foods that contain substances that should not be in food
consumed by humans. So necessary to the protection of the consumer in order to
continue to feel safe to consume foods purchased. Method approach is used socio-
juridical, and the type used is the empirical research. Implementation in the field
regarding the titling process of household food production industry is done in
Kediri District Health Office. Results of this study are that it must be taken to
obtain a certificate of household food production industry through a number of
stages : the application for SPP-IRT, food safety education, inspection equipment
and production sites, and get a certificate of PP-IRT.

Keyword : certificate in domestic food production

ABSTRAKSI

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membahas mengenai proses
dalam pembuatan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di bidang
perizinan. Ini dilatarbelakangi dengan banyaknya makanan yang mengandung zat-
zat yang seharusnya tidak berada dalam makanan yang dikonsumsi oleh manusia.
Sehingga diperlukan adanya perlindungan terhadap para konsumen tersebut agar
tetap merasa aman untuk mengkonsumsi makanan yang dibeli. Metode
pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dan jenis yang digunakan
adalah penelitian empiris. Pelaksanaan di lapangan mengenai proses pembuatan
sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ini dilakukan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini adalah bahwa hal yang harus ditempuh
untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga melalui
beberapa tahap, yaitu pengajuan permohonan SPP-IRT, penyuluhan keamanan
pangan, pemeriksaan alat dan lokasi produksi, dan mendapatkan sertifikat PP-
IRT,

Kata Kunci : sertifikat SPP-IRT
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Abstract

ABSTRAK Tio Catur Sadewo, No BP 1310842007, Impl i Ped Pemb Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Andalas,
Padang, 2019. Dibimbing Oleh: Rozidateno Putri Hanida, S.1P. M.PA dan Wewen Kusuml Rahayu S AP M Si. Skripsi Ini Terdiri Dari 148

Halaman Dengan Referensi 8 Buku Teori, 3 Buku Metode, 2 Skripsi, 1 Py Daerah, 1
Walikota, dan 4 Website Internet. Penelitian ini bertujuan untuk d i dan ganalisis b proses Impl
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga aleh Dinas Keseh: Kota Padang. Penelitian ini dilatar

belakangi oleh adanya industri rumah tangga pangan (IRTP) yang belum memiliki sertifikat, namun masih bisa memasarkan produk
pangan industri rumah tangga (PIRT). Tujuannya adalah untuk jaminan teﬂuhs yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan
Produksi Industri Rumah Tangga di wilayah kerjanya yang telah P ian sentifikat produksi pangan industri
rumah tangga (SPP-IRT) dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Delam |ak Dinas Kota Padang
pada P Badan Peng. Obat dan M. 1a Nomor HK 03 1 23.04.12.2205 Tahun 2012
Temang Pedoman Pemberian Semkaal Produksi Pangan Industri Rurnah Tangga, namun dalam p masih
kendala dan lah. Metode yang di kan dalam p ian ini adalah deskriptif kualitatif, (ekmk lan data k
wawancara, dokumentasi serta observasi. Untuk menguji keabsahan data yang didapat di gan maka dilakuk leknik iangul
sumber. Peneliti model A ian dan Sabatier. B hasil litian maka dapat di pulk
bahwa proses |i i Ped P ian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota
Padang belum berj dengan baik ikan dengan masih banyaknya industri rumah tangga di Kota Padang yang belum memiliki
sertifikat, dalam p disebutkan bahwa setiap industri rumah tangga pangan wajib memiliki sertifikat produksi pangan
lndusm rumah tangga tersebut Indus'm rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat dan masih bisa rkan produknya b
dapat di belum lulus uji dari Dinas Kesehatan. Implementor sudah
melaksanakan kebijakan sesuai denga peraturan yang ada, namun ada kendala lain yang y belum pemberian
sertifikat kepada seluruh industri rumah tangga yang ada di Kota Padang. Kata Kunci: Implementasi, Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga
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Abstract

Objektif: Dilatar belakangi dengan banyaknya
peredaran produk pangan di masyarakat yang belum
mempunyai sertifikat PIRT memungkinkan terjadinya
penyebaran makanan yang mengandung zat-zat yang
seharusnya tidak berada dalam makanan vyang
dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kebijakan Perka
BPOM no 22 tahun 2018 di Lampiran Il disebutkan
untuk menerbitkan sertifikat PIRT ditentukan hAas/i/
olahan dalam kemasan dapat disimpan pada suhu
ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Dinas Kesehatan tidak
bisa memberikan sertifikat PIRT kepada produsen
dengan produk yang masa simpannya dibawah 7 hari
vang ingin mendapatkan izin edar PIRT pada
produknya, yang pada akhirnya Dinas Kesehatan
kesulitan melakukan pengawasan keamanan pangan
bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan yang
tidak memiliki izin edar pangan. Metode: Kajian ini
didukung dari data primer hasil wawancara dengan
tenaga kesehatan di Seksi Kefarmasian Dinas
Kesehatan Kabupaten Karawang. Hasil: Implementasi
izin edar produk makanan dan minuman industri
rumah tangga secara umum menjadi tanggung jawab
pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sertifikasi
PIRT tersebut merupakan bentuk legalisasi yang
dikeluarkan oleh pihak vyang berwenang untuk
memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan
keamanan pangan kepada konsumen pangan industri
rumah tangga (PIRT) agar terhindar dari bahan-bahan
tambahan makanan yang berbahaya dan merugikan
kesehatan sehingga diperlukan adanya pengawasan
pangan yvyang beredar di masyarakat agar masyarakat

Keywords
Sertifikat PIRT: pengawasan pangan.

Full Text:

Berita Kedokteran Masyarakat ISSN 0215-1936
(PRINT), ISSN: 2614-8412 (ONLINE).
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